NOMOR 16

PURBALINGGA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

TAHUN 2010

Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 16 TAHUN 2010
TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR SEGAMAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

bahwa dalam upaya optimalisasi pemanfaatan fasilitas Pasar
Segamas, dan untuk meningkatkan pelayanan kepada para
pedagang serta pengunjung di Pasar Segamas perlu
dilakukan pengelolaan pasar secara profesional;

bahwa dalam rangka mengelola pasar secara profesional
sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan biaya yang
sumber dananya selain dari Pemerintah juga dari para
pedagang dan dari pihak-pihak lain yang menggunakan
fasilitas Pasar Segamas dalam bentuk retribusi yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah, yang akan digunakan
untuk mencukupi biaya operasional;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Retribusi Pelayanan Pasar Segamas;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengabh;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209 );

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
Nomor 4287);
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengabh;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3258);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun
2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Tahun
2003 Nomor 22 Seri D Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun
2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten
Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten
Purbalingga Tahun 2008 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun
2010 tentang Pengelolaan Pasar Segamas (Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan
BUPATI PURBALINGGA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PASAR SEGAMAS
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2.
3.
4

o v

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
Bupati adalah Bupati Purbalingga.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
DPRD Kabupaten Purbalingga.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga.

Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat atau Pegawai yang diberi tugas di
bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau badan.

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan
umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Retribusi Pelayanan Pasar Segamas adalah pembayaran atas penyediaan
fasilitas pasar Segamas yang berupa halaman/pelataran, bangunan
berbentuk los, kios, atau bangunan berbentuk lainnya dan jasa pelayanan
operasional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasar adalah Pasar Segamas yang merupakan pasar tradisional milik
Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang dikelola dengan manajemen
modern.

Los adalah bangunan tetap didalam lingkungan Pasar Segamas yang beralas
permanen berbentuk bangunan memanjang dilengkapi dinding pembatas
ruangan sebagai tempat berjualan.

Kios adalah bangunan di Pasar Segamas yang beratap dan dipisahkan mulai
lantai sampai dengan langit-langit atap yang dipergunakan untuk usaha
berjualan.

Kios Dalam Los adalah bangunan di Pasar Segamas yang beratap dan
dipisahkan mulai lantai sampai dengan langit-langit atap yang dipergunakan
untuk usaha berjualan yang lokasinya di dalam los.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi.

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas

waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa yang disediakan atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah.
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16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data
obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi terutang sampai
kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan
penyetorannya.

Petugas Pemungut yang selanjutnya disebut Pemungut adalah perorangan
atau satuan unit kerja Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang untuk
memungut Retribusi yang ditunjuk oleh Bupati.

Persetujuan Menempat yang selanjutnya disebut Persetujuan adalah
Persetujuan untuk menempati Kios, Kios di Los, Los, atau halaman/pelataran
bagi pedagang atau penjual jasa yang menguasai tempat.
Kas Daerah adalah Kas Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD
adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan
penghitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah
surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi
yang terutang.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti
pembayaran atau penyetoran retibusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat
SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi
yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok
retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya
disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas
jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada
retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKRDN
adalah surat keputusan yang menentukan jumlah retribusi yang terutang sama
besarnya dengan jumlah kredit retribusi atau retribusi tidak terutang dan tidak
ada kredit retribusi.
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28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.

29. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang disingkat PPNS Daerah adalah
Pejabat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang diberi wewenang
khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap
pelanggaran Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Hukum Acara Pidana.

BAB Il
NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2
Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar Segamas, dipungut Retribusi sebagai
pembayaran atas pelayanan pasar yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.

Pasal 3
Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas Pasar Segamas yang
berupa bangunan berbentuk kios luar super, kios luar, kios dalam super, kios
dalam, kios cabut bulu, kios semi permanen, kios non permanen, kios dalam los,
los basah, los petak, los berkanopi, pelataran awning, pelataran blok F, selasar,
pelataran dalam, pelataran grosir dan jasa pelayanan operasional di Pasar
Segamas.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa
pelayanan Pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan
pasar Segamas dari Pemerintah Daerah dan diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi.

BAB Il
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
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BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis fasilitas tempat dan luas yang
disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

@

)

®3)

@

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan tarif retribusi ditetapkan
berdasarkan atas biaya penyelenggaraan penyediaan fasilitas pasar dengan
mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Penyediaan fasilitas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :

a.

Penyediaan tempat usaha yang berbentuk kios luar super, kios luar, kios
dalam super, kios dalam, kios cabut bulu, kios semi permanen, kios non
permanen, kios dalam los, los basah, los petak, los berkanopi, pelataran
awning, pelataran blok E dan blok F, selasar, pelataran dalam dan
pelataran grosir

. Pelayanan operasional Pasar Segamas berupa  pelayanan

sampah/kebersihan, keamanan dan ketertiban, penerangan umum, dan
hidran air.

Besarnya biaya penyelenggaraan fasilitas pasar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi perimbangan biaya belanja modal, biaya operasional dan
pemeliharaan, serta biaya pengawasan dan pengendalian.

Pasal 9

Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan :

a.

Jenis fasilitas tempat yang terdiri dari kios luar super, kios luar, kios dalam
super, kios dalam, kios cabut bulu, kios semi permanen, kios non
permanen, kios dalam los, los basah, los petak, los berkanopi, pelataran
awning, pelataran blok E dan blok F, selasar, pelataran dalam, pelataran
grosir atau bangunan berbentuk lainnya yang dipersamakan;

Luas fasilitas yang digunakan.
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(2) Besarnya tarif retribusi pelayanan pasar harian ditetapkan sebagai berikut :

NO NAMA OBYEK TARIF RETRIBUSI HARIAN
JASA JASA PELAYANAN
TEMPAT USAHA OPERASIONAL
Rp./ M2 LANTAIIl | LANTALI
(Rp./M2) (Rp./M2)

1 | KIOS LUAR SUPER 400 400 100
2 | KIOS LUAR 400 400 100
3 | KIOS DALAM SUPER 400 400 100
4 | KIOS DALAM 400 400 100
5 | KIOS CABUT BULU 300 400

6 | KIOS SEMI PERMANEN 150 350

7 | KIOS NON PERMANEN 100 350

8 | KIOS DALAM LOS 175 350

9 | LOS BASAH 175 300

10 | LOS PETAK 175 300

11 | LOS BERKANORPI 150 300

12 | PELATARAN AWNING 150 275

13 | PELATARAN BLOK E 100 250

14 | PELATARAN BLOK F 100 250

15 | SELASAR Rp. 300/m2

16 | PELATARAN DALAM Rp. 1.000 per pedagang

17 | PELATARAN GROSIR Rp. 2.500 per pedagang

Pasal 10

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11
(1) Retribusi yang terutang dipungut diseluruh wilayah di daerah.
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(2) Seluruh hasil pemungutan retribusi disetorkan secara bruto ke Kas Daerah
selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja.

BAB VI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

(1) Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu
bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan yang disediakan
atau diberikan Pemerintah Daerah.

(2) Masa retribusi untuk Retribusi Pelayanan Pasar Harian ditetapkan selama 1
(satu) hari.

Pasal 13

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

BAB VI
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14
(1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.

(2) Dalam hal SPTRD tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana
mestinya, maka diterbitkan SKRD secara Jabatan.

(3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Bupati.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 15
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah Karcis Retribusi Pasar.

(4) Bentuk, isi, ukuran, kualitas, dan besarnya nilai nominal Karcis sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Bupati.
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Pasal 16
Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai / lunas.

Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak
diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran dan pembukuan
retribusi ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan tanda
bukti pembayaran.

Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku, dan tanda bukti pembayaran retribusi
ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal
tindakan.

Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh
tempo pembayaran.

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat
Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi
retribusi yang terutang.

Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat
yang ditunjuk.

Pasal 19

Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,
SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah
retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh
Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang
Negara (BUPLN).

Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
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BAB XI
KEBERATAN

Pasal 20

Wajib Retribusi hanya dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,
SKRDKBT dan SKRDLB.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai
alasan-alasan yang jelas.

Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi,
Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi
tersebut.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB
diterbitkan kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah
suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak
dipertimbangkan.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan
pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 21

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)
bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas
Keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan
kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus
diberi keputusan oleh Bupati.

Keputusan atas Keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian,
menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat waktu
dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan,
keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan
pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar
2 % (dua persen) untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
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BAB XIlI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 22

Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)
bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat waktu
dan Bupati Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan,
permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

Pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya
SKRDLB.

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat
jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan
imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 23

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara
tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menyebutkan :

a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;

b. Masa Retribusi;

c. Besarnya kelebihan pembayaran; dan

d. Alasan yang jelas dan singkat.

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan
secara langsung atau melalui Pos Tercatat.

Bukti penerimaan oleh Pejabat atau pengiriman Pos Tercatat merupakan bukti
saat permohonan diterima.

Pasal 24

Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat
Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
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Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan ulang retribusi
lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) pembayaran,
dilakukan dengan cara memindahbukukan dan bukti pemindahbukuan berlaku
sebagai bukti pembayaran.

BAB Xl
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Retribusi
dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
angsuran pembayaran retribusi atau penundaan pembayaran retribusi.

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mempunyai kewenangan untuk
mengadakan pemeriksaan lapangan ke obyek, subyek dan atau Wajib
Retribusi dalam rangka pengumpulan data sebagai bahan pertimbangan
dalam pengambilan keputusan.

Ketentuan dan tata cara mengajukan pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi sama atau sebagaimana dimaksud ketentuan Keberatan
dalam Pasal 20 dan Pasal 21.

BAB XIV
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 26

Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui
jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali
apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.

Penagihan retribusi kedaluwarsa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tertangguh apabila :

a. Diterbitkan Surat Teguran atau;

b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun
tidak langsung.

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah
kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur
dengan Peraturan Bupati.
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BAB XV
SANKSI

Pasal 27

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua
persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan
ditagih dengan menggunakan STRD.

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dikenakan sanksi pencabutan 1zin Menempat atau dengan sebutan lain.

Sanksi pencabutan Izin Menempat atau dengan sebutan lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan kepada pedagang atau penjual jasa
yang tidak memenuhi kewajiban dan atau melanggar larangan.

Kewajiban setiap pedagang dan atau penjual jasa di pasar adalah :

a. membayar Retribusi Pelayanan Pasar;

b. memelihara kebersihan, kerapian, keindahan bangunan dan fasilitas pasar
serta lingkungan sekitarnya;

c. menjaga kesopanan, ketertiban, dan keamanan pasar;

d. patuh dan taat terhadap semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.

Setiap pedagang atau penjual jasa di pasar tidak diizinkan atau dilarang :

a. menggunakan semua fasilitas pasar termasuk kios, los, dan
halaman/pelataran untuk tempat tinggal;

b. menggunakan fasilitas pasar yang tidak sesuai dengan peruntukkannya;

c. merubah bentuk dan atau sifat bangunan tanpa izin secara tertulis dari
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;

d. memindahkan hak penggunaannya kepada pihak lain tanpa izin secara
tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pemerintah Daerah akan melaksanakan pencabutan Persetujuan Menempat

kepada pedagang atau penjual jasa di pasar, apabila :

a. tidak membayar Retribusi Pelayanan Pasar selama 3 (tiga) bulan ;

b. tidak berjualan selama 3 (bulan) berturut-turut tanpa alasan yang dapat
dipertanggung jawabkan;

c. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

d. melanggar salah satu atau lebih larangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5);

e. Pemerintah Daerah telah memberikan Surat Teguran atau Surat
Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.

Pencabutan Izin Menempat sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dilaksanakan secara hak oleh Pemerintah Daerah tanpa syarat dan tanpa
ganti - rugi dalam bentuk apapun juga.
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BAB XVI
INSENTIF

Pasal 28

DINPERINDAGKOP sebagai Pemungut Retribusi dapat diberikan insentif
dan biaya operasional untuk pencapaian kinerja.

Pemberian insentif dan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif dan biaya operasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

(1) PPNS Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk
melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

(2) PPNS Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran
Peraturan Daerah.

(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPNS
Daerah berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

Pasal 30

(1) Apabila Undang-Undang yang menjadi dasar hukum tidak mengatur secara
tegas kewenangan yang diberikannya, maka PPNS Daerah dalam
melaksanakan tugas mempunyai wewenang :

a.
b.

C.

menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya
tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerabh;

melakukan tindakan pertama dan melakukan pemeriksaan di tempat
kejadian ;
menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri
tersangka ;

melakukan penyitaan benda atau surat dalam keadaan tertangkap tangan
dan segera melaporkan dan menyerahkannya kepada penyidik Polri ;
mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;

memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi ;

mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara;

mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari
Penyidik Polri karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut
bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik
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memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau
keluarganya ;

i. mengadakan tindakan lain menurut  hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.

PPNS Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau
penahanan.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
Keuangan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan
dan atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
menghapus kewajiban membayar retribusi.

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 5 yang telah membayar uang
sewa tempat usaha di Pasar Segamas sebagaimana diatur dalam Perbup
Nomor 21 Tahun 2009 tentang Harga Sewa Kios, Kios Dalam Los/Lapak,
Los/Lapak, Pelataran dan Service Charge Pada Pasar Segamas Purbalingga
dan Perbup Nomor 68 Tahun 2009 tentang Harga Sewa Kios Dalam
Los/Lapak dan Pelataran Pada Pasar Segamas Purbalingga, tidak diwajibkan
melakukan pembayaran retribusi jasa tempat usaha berdasarkan Peraturan
Daerah ini selama 20 (dua puluh tahun) terhitung sejak diterbitkan surat
pernyataan sewa.

Saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan Retribusi Pelayanan Pasar, sebelum ada perubahan
atau penggantian dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini
dinyatakan tetap berlaku.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
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Pasal 34
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Purbalingga.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Ditetapkan di Purbalingga

Kabupaten Purbalingga
Nomor 16 Tanggal 18 Desember 2010 pada tanggal 13 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA BUPATI PURBALINGGA,

cap. ttd

cap. ttd
HERU SUDJATMOKO

SUBENO
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 16 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR SEGAMAS
I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk
mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab,
pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari
pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari retribusi daerah perlu
ditingkatkan sehingga kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan
penyelenggaraan pemerintahan di Daerah dapat terwujud.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian
pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan dan pertumbuhan
perekonomian di Daerah diperlukan penyediaan sumber sumber pendapatan
asli daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan
pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain, dilakukan dengan peningkatan
kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, serta
pemberian keleluasaan bagi Daerah untuk menggali sumber-sumber
penerimaan khususnya dari sektor retribusi daerah.

Salah satu tujuan dibangunnya Pasar Segamas adalah untuk
meningkatkan pelayanan kepada para pedagang serta pengunjung di Pasar
Segamas. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan pengelolaan
pasar secara profesonal. Untuk mewujudkan hal itu diperlukan biaya
operasional yang sumber pembiayaannya selain dari Pemerintah juga dari
para pedagang dan pihak-pihak lain yang menggunakan fasilitas di Pasar
Segamas dalam bentuk retribusi daerah yang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.
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Pasal 3
Pasal 4
Pasal 5
Pasal 6
Pasal 7
Pasal 8
Pasal 9
Pasal 10
Pasal 11
Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16
Pasal 17
Pasal 18
Pasal 19
Pasal 20
Pasal 21
Pasal 22

Pasal 23

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Dimaksud Dokumen Lain Yang Dipersamakan antara
lain Karcis, Langganan, Surat Perjanjian, Surat
Perjanjian Kontrak.

Cukup jelas.

Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa
seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak
dapat diserahkan kepada pihak lain (pihak ketiga).

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.
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Pasal 24 : Cukup jelas.
Pasal 25 : Cukup jelas.
Pasal 26 : Saat penagihan kedaluwarsa perlu ditetapkan untuk

memberikan kepastian hukum mengenai batas waktu
retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Pasal 27 : Cukup jelas.
Pasal 28 : Cukup jelas.
Pasal 29 : Cukup jelas.
Pasal 30 : Cukup jelas.
Pasal 31 : Cukup jelas.
Pasal 32 : Cukup jelas.
Pasal 33 : Cukup jelas.
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